SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

a. bahwa Rencana  Strategis Perangkat Daerah
merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah
yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan
sub  kegiatan pembangunan dalam = rangka
pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau
Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan
fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun
berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah
dan bersifat indikatif;

b. bahwa berdasarkan Diktum KETIGA huruf d angka 2
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022
tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa
Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023
dan Daerah Otonom Baru, dalam hal Kepala Daerah
berhalangan tetap atau berhalangan sementara,
pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pajabat
yang berwenang selaku Pj./pelaksana tugas/pelaksana
harian Kepala Daerah bertugas menetapkan Peraturan
Kepala Daerah tentang Rencana Strategis Perangkat
Daerah Tahun 2024-2026;



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Tahun
2024-2026;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950
(Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan
Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);



10.

11

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana  Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan  serta  Musyawarah  Perencanaan
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Bandung Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor
05 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor
S);

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota
Bandung Tahun 2008 Nomor 08);



Menetapkan

12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 2);

13. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bandung
Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun
2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah Otonom.

Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
Daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota
Bandung.

6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD
adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah.



10.

1§ 3

12.

13.

14.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen
perencanaan untuk periode 20 (dua puluh tahun).
Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disingkat RPD adalah dokumen perencanaan
Pemerintah Daerah yang masa jabatan Gubernur,
Bupati dan Wali Kota berakhir Tahun 2023 yang akan
digunakan oleh Penjabat Kepala Daerah sebagai
pedoman penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung yang
selanjutnya disingkat RTRW Kota adalah hasil
perencanaan tata ruang wilayah yang mengatur
struktur dan pola ruang Kota Bandung.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah
untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan
rencana pembangunan tahunan daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)
tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen
perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana
belanja program dan Kkegiatan Perangkat Daerah
didasarkan atas Kebijakan Umum APBD dan Prioritas
Plafon Anggaran Sementara sebagai dasar penyusunan
APBD.



15.

16.

17.

18.

(1)

Musyawarah Perencanaan  Pembangunan yang
selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar
pemangku kepentingan dalam rangka menyusun
rencana pembangunan daerah.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi
pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta
memperoleh  alokasi anggaran, atau kegiatan
masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi
pemerintah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang
dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada
Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian
sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari
sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik
yang berupa personal, barang modal, termasuk
peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari
beberapa atau semua jenis sumber daya sebagai
masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output)
dalam bentuk barang dan jasa.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan
yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan
penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas

yang terukur.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2
Renstra PD Kota Tahun 2024-2026 memuat:
a. tujuan;
b. sasaran;
Cc. program;

d. kegiatan dan sub kegiatan;



(2)

(1)

(2)

(1)

e. lokasi kegiatan;

f.  indikator kinerja;

g. kelompok sasaran; dan

h. pagu indikatif dan prakiraan maju.

Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi pedoman dalam penyusunan Renja PD.

BAB 11
SISTEMATIKA

Pasal 3
Sistematika Renstra PD Tahun 2024-2026
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai
berikut:

a. BABI : PENDAHULUAN.
b. BABII : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT
DAERAH.

c. BABIII : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH.

d. BABIV : TUJUAN DAN SASARAN.

. BABV : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

f. BABVI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN.

g. BAB VIl : KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN.

h. BAB VIII : PENUTUP.

Isi dan wuraian Renstra PD Tahun 2024-2026

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4
Dalam menyusun Renstra PD mulai dari tahap
penyusunan rancangan sampai dengan rancangan
akhir, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Kota melaksanakan
pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan
Renstra PD.



(2) Pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra PD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara berkala setiap tahun.

(3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan paling sedikit pada:

a. capaian target Tujuan dan Sasaran Renstra PD;

b. capaian target Indikator Kinerja Renstra PD; dan

c. efektivitas program, kegiatan, dan sub kegiatan
dalam mendukung pencapaian tujuan, sasaran

dan Indikator Kinerja PD.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Perubahan Renstra PD dapat dilakukan apabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa
proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan
tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa
substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara
lain terjadinya bencana alam, guncangan politik,
krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan
keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan
kebijakan nasional; atau

d. merugikan kepentingan nasional, yaitu apabila
bertentangan dengan kebijakan nasional; atau

e. dilakukan perubahan RPD.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 Juli 2023
Plh. WALI KOTA BANDUNG,

FTED:
EMA SUMARNA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 25 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2023 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya

sk;m-_,;:_@ AN ARIEF, S H.
—Perata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002



